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ABSTRACT

Access to justice is a constitutional right of every citizen that must be supported by an easy,
equitable, and effective legal service system. General Legal Administration (AHU) services,
particularly through the AHU Online system, are an important instrument in ensuring
administrative legal certainty. In practice, there is still a gap between the availability of
digital services and their utilization by the public due to low legal and digital literacy and
limited assistance. This study aims to analyze the role of AHU services in supporting access
to legal services and the effectiveness of paralegal training in helping the public access these
services in Central Java. The research method used is empirical juridical with a legislative
and empirical approach. The results of the study show that AHU services have great potential
in expanding access to legal services, but have not been running optimally without the
support of accompanying actors. Paralegal training plays a strategic role in bridging the
community with the formal legal system, including AHU Online services. Based on Soerjono
Soekanto's theory of legal effectiveness, paralegal training is considered quite effective, but
still faces obstacles in the form of training that is not yet sustainable, limited resources and
funding, and the role of paralegals not yet being fully recognized. Synergy between
strengthening paralegal training and optimizing AHU services is needed to realize easy and
equitable access to legal services for the community.

Keywords: Access to justice, paralegal training, General Legal Administration, AHU
Online, Legal effectiveness.

ABSTRAK

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus
didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan
Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi
instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam
praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat
pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta
keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan
AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam
membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam
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memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor
pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat
dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih
menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan
pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara
penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses
layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.

Kata kunci: Akses Keadilan, Pembinaan Paralegal, Administrasi Hukum Umum, AHU
Online, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang
sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Faktanya, masih banyak masyarakat
yang mengalami kesulitan mengakses layanan hukum karena keterbatasan
ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, ataup tidak adanya pendampingan
hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas keadilan tidak hanya
bergantung pada keberadaan sistem hukum, tetapi juga pada adanya pihak yang
mampu menjembatani masyarakat dengan layanan hukum tersebut.

Dalam konteks ini, paralegal hadir sebagai bagian dari sistem bantuan hukum
yang berperan membantu masyarakat dalam memahami dan menghadapi
permasalahan hukum. Pembinaan paralegal merupakan hal yang penting agar
paralegal memiliki pengetahuan hukum dasar, keterampilan pendampingan, juga
pemahaman etika dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui
pembinaan yang berkelanjutan, paralegal diharapkan mampu menjalankan fungsi
edukasi hukum, pendampingan awal, dan rujukan hukum secara efektif, terutama
bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan hukum secara mandiri.

Pembinaan paralegal juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas
akses keadilan di tingkat dasar. Paralegal yang dibina dengan baik dapat berperan
sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga layanan hukum formal,
sehingga permasalahan hukum masyarakat dapat diarahkan dan ditangani secara
tepat. Namun, dalam praktiknya, peran paralegal sering kali belum optimal,
khususnya dalam membantu masyarakat mengakses layanan administrasi hukum
yang bersifat formal dan prosedural.

Salah satu layanan hukum formal yang memiliki peran penting dalam
menjamin kepastian hukum adalah pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Pelayanan AHU meliputi pendaftaran dan pengesahan badan hukum dan badan
usaha, pelayanan kewarganegaraan, pembinaan dan pengawasan kenotariatan,
serta pelayanan apostille terhadap dokumen publik. Keberadaan layanan AHU
menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan dan
perlindungan hukum secara administratif, sehingga akses terhadap layanan AHU
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akses keadilan.
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Seiring dengan digitalisasi pelayanan AHU, akses layanan hukum secara
administratif diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, prosedur yang
kompleks dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU,
khususnya yang berbasis digital, masih menjadi kendala. Oleh karena itu,
diperlukan peran paralegal yang dibina secara terstruktur untuk membantu
masyarakat memahami dan memanfaatkan pelayanan AHU, sehingga pembinaan
paralegal dan penguatan pelayanan AHU dapat berjalan selaras dalam mendukung
akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yuridis empiris
adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai praktik sosial
bukan hanya dari norma tertulis. Metode ini digunakan untuk mempelajari
pelaksanaan pembinaan paralegal dan pelayanan Administrasi Hukum Umum
(AHU) dalam praktik dan hubungannya dengan upaya untuk mendukung akses
masyarakat terhadap layanan hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan
yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris
(sociological approach). Pendekatan perundang-undangan menganalisis ketentuan
hukum yang mengatur pembinaan paralegal dan pelayanan AHU, sementara
pendekatan empiris menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam
praktik pelayanan hukum dan pendampingan di lapangan untuk mendapatkan
gambaran praktis tentang pelaksanaan pembinaan paralegal dan layanan AHU.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam mendukung akses
layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) memiliki peran strategis
dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat,
terutama sejak diterapkannya sistem pelayanan berbasis elektronik melalui AHU
Online. AHU Online merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang hukum
yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi hukum
secara daring, seperti pengesahan badan hukum, pendaftaran badan usaha,
perubahan data badan hukum, serta layanan administrasi hukum lainnya.
Kehadiran sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat
pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
administrasi hukum.

Secara normatif, penerapan Administrasi Hukum Umum Online (AHU
Online) merupakan bentuk digitalisasi pelayanan publik di bidang hukum yang
diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. AHU Online dirancang untuk
memberikan kemudahan akses layanan administrasi hukum umum secara
elektronik tanpa kehadiran fisik, sehingga mampu mengurangi hambatan
administratif dan geografis bagi masyarakat. Digitalisasi layanan ini sejalan dengan
prinsip pelayanan publik modern yang menekankan efisiensi, transparansi,
kemudahan akses, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan sistem daring tersebut, AHU Online memiliki potensi besar
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dalam memperluas jangkauan layanan hukum dan mendorong pemerataan akses
hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum tidak
cukup dinilai dari keberadaannya secara normatif atau administratif, melainkan
dari sejauh mana hukum tersebut dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan
masyarakat. Efektivitas hukum menekankan kesesuaian antara tujuan hukum yang
dirumuskan oleh pembentuk kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di
lapangan, sehingga hukum benar-benar dapat dipahami, diterima, dan
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Meskipun AHU Online telah tersedia secara administratif dan digital,
pemanfaatannya oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal, masih terdapat
kesenjangan antara ketersediaan sistem layanan hukum berbasis teknologi dengan
kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan sistem tersebut.
Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan ini adalah rendahnya literasi hukum
dan literasi digital masyarakat. Banyak pengguna layanan yang belum memahami
jenis layanan yang tersedia dalam AHU Online, alur prosedur yang harus dilalui,
serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan administratif yang dilakukan.

Rendahnya literasi hukum dan digital ini menyebabkan masyarakat sering
mengalami kesulitan dalam menggunakan AHU Online secara mandiri. Dalam
praktiknya, masyarakat kerap menghadapi kendala seperti kesalahan pengisian
data, ketidaklengkapan dokumen, atau ketidaksesuaian permohonan dengan
ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa
layanan AHU Online rumit dan sulit diakses, sehingga sebagian masyarakat enggan
memanfaatkan layanan digital tersebut meskipun secara teknis telah tersedia.
Rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat mencerminkan adanya
kesenjangan antara hukum sebagai sistem yang dirancang oleh negara dengan
hukum sebagai realitas sosial yang dijalani masyarakat. Dalam kerangka teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum
belum sepenuhnya bekerja secara efektif karena tujuan pelayanan publik di bidang
hukum belum sepenuhnya tercapai dalam praktik.

Selain faktor literasi, keterbatasan pendampingan dan informasi yang
mudah dipahami juga memengaruhi tingkat pemanfaatan AHU Online. Informasi
mengenai tata cara penggunaan sistem sering kali disajikan dalam bahasa
administratif dan hukum yang formal, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat
awam. Padahal, keberhasilan sistem layanan digital sangat bergantung pada
kejelasan informasi dan kemudahan penggunaan (user friendly). Dalam perspektif
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dalam mencapai
tujuannya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor pendukung yang
menjembatani antara sistem hukum dan masyarakat. Dalam konteks pelayanan
Administrasi Hukum Umum berbasis digital, pembinaan paralegal memiliki peran
strategis untuk meningkatkan efektivitas AHU Online, terutama dalam membantu
masyarakat memahami prosedur layanan, persyaratan administratif, serta
konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem tersebut.
Kesenjangan pemanfaatan AHU Online juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi
sosial dan geografis masyarakat. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih
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mudah mengakses dan menggunakan layanan digital dibandingkan masyarakat di
wilayah pedesaan atau daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain
itu, tingkat pendidikan dan pengalaman administratif turut memengaruhi
kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan AHU Online secara efektif.

Optimalisasi peran AHU Online dalam mendukung akses layanan hukum
yang mudah dan merata memerlukan upaya peningkatan kualitas informasi,
penyederhanaan bahasa layanan, serta sosialisasi. Sistem layanan digital harus
dirancang dengan mempertimbangkan tingkat literasi hukum dan digital
masyarakat, sehingga tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mudah
digunakan. Tanpa pendekatan tersebut, AHU Online berpotensi hanya
dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang telah memiliki
pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai, sementara kelompok lainnya
tetap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum formal.

AHU Online memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan
hukum melalui digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum. Tetapi masih
terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan pemanfaatannya
oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum, keterbatasan literasi digital, dan
minimnya pendampingan informasi. Untuk mewujudkan akses layanan hukum
yang benar-benar mudah dan merata, peran AHU Online perlu diperkuat melalui
peningkatan kualitas informasi layanan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta
penyederhanaan prosedur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Efektivitas pembinaan paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi
masyarakat

Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum serta akses yang
setara untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan adalah hak
dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-
undangan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengalami
keterbatasan dan memperoleh layanan hukum yang kurang akibat faktor ekonomi
atau rendahnya pemahaman terhadap hukum. Keadaan ini memerlukan adanya
peran pendukung di luar aparat penegak hukum formal yang mampu
menjembatani kebutuhan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, salah
satunya dengan adanya paralegal. Keberadaan paralegal di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di dalam pasal 1
ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan
hukum tanpa biaya, sebagai bentuk tanggug jawab negara dalam menjamin akses
terhadap keadilan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam.

Pemberian Bantuan Hukum, yang mengatur lebih rinci mengenai peran,
fungsi, serta pembinaan paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum
nasional. Paralegal dijelaskan sebagai setiap orang dari komnitas, masyarakat, atau
pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi
sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum
di pengadilan. Pemberian bantuan hukum melalui adanya paralegal dapat
mempermudah masyarakat khususnya kalangan ekonomi kebawah dalam
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memperoleh akses keadilan. Sebelum turun dan memberikan bantuan kepada
masyarakat, paralegal harus memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.
Paralegal yang sudah terdaftar wajib diberikan pelatihan untuk membekali peserta
dengan kompetensi hukum untuk dapat memberikan pelayanan atau
pedampingan hukum di tingkat desa/kelurahan masing-masing. Dalam penelitian
ini, pelatihan paralegal diselenggarakan serentak (parletak) melalui kantor wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pemberi bantuan
hukum terakreditasi sebagai pelaksana pelatihan. Materi yang diberikan saat
pelatihan meliputi pengetahuan hukum dasar, seperti pengenalan sistem hukum
nasional serta perbedaan antara hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Peserta juga dibekali pemahaman terkait tahapan dan tata cara pengajuan gugatan
atau permohonan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensi
absolut dan relatif. Output dari pelatihan paralegal ini peserta akan mendapatkan
gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA), yang menjadi dasar pengakuan
kompetensi peserta dalam memberikan pendampingan dan pelayanan hukum
kepada masyarakat.

Kemampuan paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi
masyarakat dapat dilihat dari cara menjembatani kesenjangan antara masyarakat
dengan sistem hukum formal. Dalam praktik pendampingan hukum yang
dilakukan oleh paralegal perlu adanya membangun kepercayaan (trust building)
pada pertemuan pertama. Klien yang berasal yang kelompok ekonomi kebawah
rentan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum sehingga menimbulkan rasa
trauma, curiga, atau tidak percaya kepada sistem hukum secara keseluruhan.
Kondisi ini, paralegal harus mampu dalam memberikan pemahaman karena
cenderung memiliki kedekatan kultural dan sosial yang membuat proses
komunikasi lebih terbuka. Melalui pembekalan pengetahuan dasar, keterampilan
pendampingan, dan pemahaman mengenai etika serta profesionalisme, paralegal
diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan hukum non litigasi seperti
penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, dan pendampingan awal secara tepat dan
bertanggung jawab.

Efektivitas pembinaan paralegal merupakan hal yang penting untuk
memperoleh tujuan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Melalui
pembinaan yang berkelanjutan, paralegal menjadi salah satu bentuk pemberdayaan
hukum (legal empowerment) bagi masyarakat. Efektivitas pembinaan paralegal
menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari lima faktor yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Pembinaan paralegal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan No. 34 Tahun 2025 tentang
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi ini memberi kerangka
hukum bagi pembinaan kepada paralegal termasuk mengenai standar kompetemsi
dan pembekalan yang harus dipenuhi paralegal sebelum terjun ke masyarakat.
Peraturan ini penting guna memberikan legitimasi bagi paralegal dakam
menjalankan perannya.
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2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan
hukum, termasuk Kementerian Hukum melalui kantor wilayah serta organisasi
pemberi bantuan hukum terakreditasi yang terlibat dalam pembinaan paralegal.
Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen, dan konsistensi
pembina dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Pembinaan yang
dilaksanakan melalui pelatihan hukum dasar, teknik pendampingan, serta etika
profesi menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas profesional paralegal.
Apabila pembinaan belum dilakukan secara berkelanjutan, maka kemampuan
paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas berpotensi tidak
berkembang secara optimal. Paralegal yang mendapat pembinaan, mampu
berperan sebagai penasihat awal suatu permasalahan. Hal ini dapat memperkuat
posisi mereka sebagai penyedia bantuan hukum terpercaya di komunitas lokal dan
meningkatkan kualitas layanan hukum dari tingkat bawah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung dalam pembinaan paralegal meliputi ketersediaan materi
pelatihan, fasilitas pembinaan lanjutan, akses terhadap sumber belajar hukum, serta
dukungan kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Keberadaan sarana
tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pembinaan
paralegal, karena secara langsung memengaruhi kemampuan paralegal dalam
meningkatkan kompetensi dan kualitas pendampingan hukum. Dalam praktiknya,
keterbatasan pendanaan masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan
pembinaan paralegal belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini
berdampak pada terbatasnya kesempatan paralegal untuk memperbarui
pengetahuan hukum, mengasah keterampilan praktis, dan memperluas jejaring
kerja dengan lembaga terkait.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu bentuk efektivitas yang paling nyata adalah kemampuan
paralegal untuk menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh oleh layanan hukum
formal, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Keterbatasan jumlah
advokat, jauhnya akses ke lembaga peradilan, serta rendahnya tingkat literasi
hukum membuat masyarakat di wilayah tersebut sering kali kesulitan memperoleh
bantuan hukum yang layak. Dalam kondisi ini, paralegal hadir sebagai pihak yang
lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada dan berinteraksi langsung
di lingkungan tempat mereka tinggal. Meskipun memiliki pengakuan formal yang
terbatas, paralegal dapat menyediakan pendampingan non-litigasi kepada
masyarakat yang memerlukan. Keberadaan paralegal ini, dapat membantu
memecahkan permasalahan awal serta membantu proses negosiasi dan pelaporan
kepada pihak yang berwenang, yang menunjukkan pentingnya pembinaan
terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai dan norma yang hidup dalam
masyarakat yang memengaruhi cara mereka memahami dan berinteraksi dengan
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sistem hukum. Paralegal yang berasal dari komunitas lokal memiliki keunggulan
dalam memahami konteks sosial kultural masyarakat yang dilayaninya, sehingga
mampu membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih efektif. Pemahaman
budaya lokal ini berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, dimana paralegal
tidak hanya memberikan layanan hukum tetapi juga mendorong masyarakat untuk
memahami hak dan kewajiban mereka secara mandiri. Berdasarkan berbagai studi
kasus di sejumlah wilayah, paralegal yang aktif terbukti mampu memperkuat
kapasitas komunitas dalam mengawal proses hukum di tingkat lokal. Hal ini
menunjukkan bahwa pembinaan paralegal memperluas dampak bantuan hukum,
tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi juga pada aspek pemberdayaan
masyarakat secara lebih luas.

Efektivitas pembinaan paralegal masih menghadapi berbagai hambatan.
Salah satu hambatan adalah terkait dengan keberlanjutan pembinaan, karena
pelatihan paralegal sering kali bersifat jangka pendek dan lebih menekankan aspek
teoritis, sehingga belum sepenuhnya membekali paralegal dengan keterampilan
praktis seperti pendampingan, mediasi, dan penyelesaian konflik. Hambatan lain
berkaitan dengan pengakuan dan kejelasan kewenangan paralegal. Meski telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkumham Nomor
34 Tahun 2025, dalam praktiknya masih terdapat keraguan dari masyarakat
maupun aparat penegak hukum mengenai kewenangan dan kemampuan
paralegal. Akibatnya ini dapat menghambat peran paralegal dalam proses
pendampingan, terutama jika berhadapan dengan institusi hukum formal.
Hambatan lain yang dapat memicu efektivitas pembinaan paralegal adalah
minimnya dukungan kelembagaan dan pendanaan. Keterbatasan anggaran
menyebabkan pembinaan tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga paralegal
mengalami kesulitan dalam memperbarui pengetahuan hukum dan memperluas
jejaring kerja, serta rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap
peran paralegal dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tekanan
sosial.
Hambatan - hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan paralegal
tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu paralegal, tetapi juga melalui
dukungan regulasi, kelembagaan, dan penerimaan oleh masyarakat. Diperlukan
penguatan pembinaan yang berkelanjutan, kejelasan kewenangan, serta sinergi
antar lembaga agar peran paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi
masyarakat dapat berjalan secara optimal.

SIMPULAN

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem
AHU Online, memiliki peran penting dalam mendukung akses layanan hukum
yang mudah dan merata bagi masyarakat. Pemanfaatan layanan tersebut belum
optimal akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat,
keterbatasan informasi yang mudah dipahami, serta minimnya pendampingan.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan layanan hukum secara
digital dengan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Pembinaan
paralegal berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Paralegal
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yang dibina secara terstruktur mampu membantu masyarakat memahami prosedur
hukum dan mengakses layanan administrasi hukum, termasuk AHU. Berdasarkan
teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dapat dikatakan
cukup efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas, pembina yang kompeten,
sarana pendukung yang memadai, serta penerimaan masyarakat. Efektivitas
tersebut masih terkendala oleh pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan
pendanaan, dan belum optimalnya pengakuan terhadap peran paralegal di
lapangan.
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